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ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh
dua orang yang mempunyai agama berbeda. Perkawinan beda agama merupakan
fenomena nyata yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kantor Catatan
Sipil Jakarta sampai dengan bulan Juli 1986 mencatat telah terjadi perkawinan beda
agama yang melibatkan 112 pria muslim dan 127 wanita muslimah. Penelitian
Nuryamin Aini seorang staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
sekarang dikenal dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan angka
perkawinan beda agama semakin meningkat setiap tahunnya. Melihat realitas
pluralitas agama yang ada di Indonesia, maka secara obyektif dan sosiologis
perkawinan beda agama adalah wajar, ini merupakan akibat pergaulan yang terbuka
antar pemeluk agama.

Khusus untuk umat Islam Indonesia, Figih Indonesia yaitu Kompilasi Hukum
Islam dan Figih Lintas Agama telah memberikan ketetapan mengenai hukum
perkawinan beda agama. Fiqih Indonesia melarang perkawinan beda agama berbeda
dengan Fiqih Lintas Agama yang membolehkan perkawinan seperti ini. Hal
demikian merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, untuk
menentukan ketetapan hukum manakah yang lebih relevan bagi masyarakat
Indonesia?. secara konseptual hukum perkawinan beda agama diperoleh dari
pemahaman dan perumusan ayat-ayat yang brkaitan dengan konsep ahli kitab dan
musyrik yang terdapat dalam surat al-Bagarah (2) : 221 dan surat al-Maidah (5) : 5.

Wacana ini merupakan kajian kepustakaan, dengan teori maqasid as-syari ‘ah
yaitu mengetahui maksud atau tujuan disyari‘atkannya hukum berdasarkan pada
kemaslahatan yang akan dicapai. Bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil
dari ayat-ayat al-Qur‘an dan al-Hadis yang berisi prinsip-prinsip pokok.
Kemaslahatan tersebut diukur dari tiga hal yaitu daruriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah.
Kemudian digunakan pendekatan figh yaitu mendekati permasalahan pada hikmah-
hikmah atau inti dari tujuan dalam penetapan suatu hukum. Melihat persoalan dari
segi tekstual dan kontekstual, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana
hukum itu ditetapkan, dalam hal ini kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, Kompilasi
Hukum Islam dan Fiqih Lintas Agama menetapkan hukum demi kemaslahatan dan
menjauhkan kemudaratan. Namun larangan melakukan perkawinan beda agama yang
ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam dengan metode saddu az-zari’ah yang
menjadikan ketetapan hukum ini lebih rajik/lebih relevan diterapkan di Indonesia.
Karena maslahatnya lebih besar, supaya tidak terjadi kemurtadan, dan menjaga hal
yang paling daruriyyah yaitu agama. Ini sesuai dengan magqasid as-syari‘ah.
Sedangkan kemaslahatan yang dituju oleh Figih Lintas Agama bersifat tahsiniyyah
yaitu agar terjalin hubungan silaturrahmi antar sesama agama. Sedangkan pada skala
prioritas maslahat daruriyyah lebih didahulukan daripada kemaslahatan tahsiniyyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 No. 158/1987 dan
No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
l alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b b
< ta’ t it
< sa’ s s (dengan titik di atas)
d jim J J
z ha’ h h (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh kdanh
2 dal d d
3 zal ¥ z (dengan titik di atas)
J ra r e
J zai z z
o sin S s
i syin sy sdany
ua sad S s (dengan titik di bawah)
) dad d d (dengan titik di bawah)
kb ta' t t (dengan titik di bawah)
L za' zZ z (dengan titik di bawah)
' ‘ain ¢ koma terbalik di atas
d gain g g
- fa' f f
3 qaf q q




4 kaf k k
d lam 1
p mim m m
J nun n n
3 wawu w w
J ha h h
3 hamzah N apostrof
¢ ya y y
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
Cdinlia ditulis Muta‘aqqidin
3o ditulis ‘iddah
C. Ta  marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
PR ditulis hibbah
RN ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

BEPNE WS Ditulis karamah al-auliya’
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3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.

hill 318 Ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek

fathah Ditulis a
. Kasrah ditulis i
’ dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif Ditulis a
idala ditulis jahiliyyah
7 fathah + ya' mati ditulis 5‘_
y ditulis yas‘a
3 kasrah + ya' mati ditulis i
A S ditulis karim
dammah + wawu mati T u
‘| s e
oA
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya' mati Ditulis ai
ASin ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
J.é8 ditulis Qaulun
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan
Apostrof

?I\“ ditulis a’antum
& (g ditulis syai'un
PSS o ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggandakan huruf Qamariah

dengan menggunakan huruf 1.

ol ditulis al-Qur" an

o Ll ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 nya.

P ditulis as-Sama’

Al ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

a9 8l g g ditulis zawl al-furid

daudl Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi memberikan perhatian yang besar terhadap
masalah perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan sebagian dari ibadah,
melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian agama.' Hasrat
untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan menjadi suatu
keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidup?, sunnatullah bahwa manusia
sebagai makhluk diciptakan berpasang-pasangan.

Pada era globalisasi ini umat beragama dihadapkan pada serangkaian
tantangan baru dan tidak terlalu berbeda dengan apa yang telah dialami sebelumnya.
Pluralitas agama adalah hal yang sangat nyata’, sama pluralnya dengan latar belakang
sosial dan politik antar wilayah yang menjadi basis kehidupan agama itu, termasuk di
dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada dalam tubuh intern umat
beragama.

Perkawinan beda < agama merupakan fenomena yang akhir-akhir ini
menggejala di Indonesia, baik di kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktivis
dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik, hukum perkawinan antar

agama menjadi pelik dan kontroversial. Di Indonesia, sebelum diundangkannya

! Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993) him. 5.

2 OK. Chairuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him. 152.

* Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan,
b

1999), him. 39. -
{



Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam regelling op de
gemengde huwelijken disebut dengan GHR atau peraturan perkawinan campuran.
Namun setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 (selanjutnya
disebut UUP) maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan selama sudah
diatur dalam Undang-undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Khusus untuk
umat Islam dikuatkan lagi dengan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut
dengan KHI) secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

Dalam dataran prakteknya di masyarakat, perkawinan beda agama ini masih
banyak dilakukan oleh masyarakat muslim. Tercatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta
sampai dengan bulan Juli 1986 telah terjadi perkawinan antar agama yang
melibatkan 112 pria muslim dan 127 wanita muslimah.* Bahkan menurut penelitian
Nuryamin Aini, seorang staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
ditemukan bahwa angka perkawinan beda agama semakin meningkat setiap
tahunnya.’

Perkawinan beda agama adalah hal yang sangat riil di masyarakat. Karena
banyaknya kecenderungan perkawinan antar agama, maka diperlukan ketetapan
hukum yang konkrit terhadap persoalan tersebut. Dengan berpijak pada pemahaman
bahwa zaman sekarang berbeda dengan zaman ulama klasik terdahulu, maka
menyajikan sebuah peraturan hukum yang dapat menjawab perubahan zaman adalah
suatu keharusan, karena perubahan pola perilaku hukum senantiasa berkembang,

berdasarkan kebutuhan modernisasi.

* M. Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Seri XVII, 1993), him.
101-102.

* Nuryamin Aini, “Affiliasi Agama Anak dari Keluarga Perkawinan Berbeda Agama”,
Laporan Penelitian (Jakarta: P3M IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), him. 3.



Perkawinan adalah sangat penting, setiap agama juga mengakui bahwa
perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur
dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Cukup logis Islam menetapkan berbagai
ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga, sehingga dengan perkawinan yang
sah kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan,
keamanan dan ikatan kekerabatan.

Perkawinan juga memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia, yaitu
penyaluran kebutuhan biologis, sarana untuk memperoleh keturunan dan juga
mendapatkan ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang. Itulah pokok
kerukunan rumah tangga, kerukunan hidup dan keselamatan keturunan.® Adapun
hikmahnya, menyambung silaturahmi, memalingkan pandangan yang liar,
menghindari diri dari perzinahan, estafeta amal manusia, estetika kehidupan, mengisi
dan menyemarakkan dunia, serta menjaga kemurnian nasab.’

Meskipun dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan, serta memiliki tujuan
dan hikmah yang sangat mulia, namun tidaklah secara otomatis segala bentuk
perkawinan itu dibolehkan. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh
terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang kemudian menimbulkan konsekuensi, yaitu
terbentuknya hak dan kewajiban. Salah satu syarat ialah bahwa di antara calon laki-

laki dan perempuan halal untuk mengadakan pernikahan.®

¢ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam., hlm. 5.

" H. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN, STAIN, PTAIS, cet. ke-1
(Bandung;: Pustaka Setia, 2000), him. 13.

¥ Sayid Sabiq, F: iqh as-Sunnah, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I1:48.



Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pernikahan antara muslim
dan non muslim. Pada awalnya perkawinan beda agama yang dibolehkan hanyalah
perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, selain perkawinan
laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab disepakati sebagai perkawinan yang
diharamkan.

Belakangan ini muncul pemikiran baru yang mempertanyakan tentang
keharaman perkawinan beda agama tersebut. Munawir Syadzali misalnya
mengungkapkan adanya kelompok yang mempertanyakan apakah di dalam budaya di
mana kaum wanita sudah dianggap setara dengan kaum pria (baik hak maupun
kewajiban) tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab sama halnya seperti laki-laki
muslim menikahi wanita ahli kitab?.’

Hal senada seperti ini juga dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dkk dalam
Figih Lintas Agama, bahkan mercka telah memberikan ketetapan hukum dengan
memperbolehkan perkawinan beda agama. Ini sangat kontroversial dan bertentangan
dengan KHI sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.' Bukan
hanya berbeda dengan Fiqih Indonesia tetapi juga dengan ulama klasik.

Indonesia mempunyai ketentuan sendiri mengenai perkawinan beda agama

yang berlaku untuk umat muslim yaitu KHI yang dikualifikasi sebagai Figih

° Munawir Syadzali, /jtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), him. 9.

" Kompilasi Hukum Islam di sini bukan dilihat dari kedudukannya dalam hukum nasional,
tetapi sebagai suatu bentuk pemahaman atau ijma’ ulama Indonesia dalam memberikan ketetapan
hukum mengenai perkawinan beda agama yang dikualifikasi dalam fiqih Indonesia. Lihat Cik Hasan
Bisti (pen), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta:
Logos, 1999), him. 45.



Indonesia", mengelompokkan perkawinan beda agama ke dalam bab larangan
perkawinan. Ketentuan ini melepaskan diri dari ikatan berbagai pendapat ulama
mazhab dalam kitab-kitab figih."> Tetapi ajaran para imam mazhab tetap dijadikan
sebagai landasan orientasi."

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang nyata, dan perkawinan
antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar akibat dari pergaulan yang
terbuka antar pemeluk agama. Terutama di Indonesia yang mengakui beberapa
agama. Di sisi lain, perkawinan tidak hanya bersifat sosiologis melainkan juga
berdimensi teologis.

Pandangan teologis sebagai kerangka logis dalam memahami aspek-aspek
fundamental ajaran agama akan memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku
penganutnya. Dalam tradisi Islam, sekumpulan formulasi pemahaman Islam yang
digali dari al-Qur’an dan al-Hadis melalui proses ijtthad untuk mengatur prilaku
manusia (termasuk persoalan perkawinan) disebut figih. Sebagai hasil rekayasa
cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa di dalamnya tidak mengandung
kesalahan dan kekeliruan."

Dilema figih yang paling serius, yaitu ketika berhubungan dengan

pembahasan yang melibatkan kalangan di luar komunitasnya, yaitu non muslim

! Cik Hasan Bisti (pen), Kompilasi Hukum Islam., hlm, 45,

"2 Ibid., hlm. 39. Lihat juga Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 76-78.

* Cik Hasan Bisri (pen), Kompilasi Hukum Islam., hlm. 22.

"“Asnawi Thsan, "Warna-Warni Hukum Perkawinan Beda Agama,” http://www.pikiran-
rakyat.com/cetak/2005/0405/19/0802.htm, akses 20 April 2005.



apapun agama dan kepercayaannya, hukum perkawinan antar agama menjadi
persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan fugaha mulai dari ulama mazhab
maupun pemikiran hukum kontemporer.”

Secara konseptual hukum perkawinan antar agama diperoleh dari pemahaman
dan perumusan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep ahli kitab dan musyrik.
Sebab dengan ayat-ayat tersebut al-Qur’an memberikan inspirasi terhadap pola
hubungan, termasuk perkawinan umat Islam dengan umat agama lain, yang secara
khusus terdapat dalam surat al-Baqarah (2) : 221 dan surat al-Maidah (5) : 5.

Perbedaan dalam menggunakan metode dan dasar pengambilan (tadlil)
menyebabkan perbedaan pendapat dalam penetapan hukum Islam.'® Begitu pula
dalam penetapan hukum perkawinan beda agama, ada kelompok yang menolak
perkawinan antar agama dan ada yang memperbolehkannya dengan disertai
argumentasinya masing-masing.

Figih Indonesia ataupun Fiqih Lintas Agama mempunyai argumentasi
masing-masing dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama. Hal yang telah
penyusun utarakan di ataslah yang melatarbelakangi ketertarikan penyusun untuk
membuat sebuah karya ilmiah mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam

konteks Fiqih Indonesia dan Figih Lintas Agama.

'* Prof. Dr. Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, yakni zaman
klasik disebut juga dengan zaman rasional, zaman pertengahan disebut juga dengan tradisional abad
XHI-XVII dan zaman modern atau kontemporer. Klasik yang dimaksud di sini adalah pola
pemahaman figih abad VII-XII, sedangkan figih kontemporer, adalah pola pemahan figh abad XIX
dan seterusnya. Lihat Muhammad Azhar, Figh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme
Islam (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 18-19.

' Umar Hakim, Membahas Khilafiyyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab, dan Pintu
Ijtihad Tertutup? (Surabaya: PT. Bian Ilmu, 1995), hlm. 147.



B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah yang telah penyusun sebutkan di atas,
terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. antara lain:
1. Bagaimana ketetapan hukum perkawinan beda agama dalam Fiqih Indonesia
dan Fiqih Lintas Agama, apa dasar hukum dan istinbat hukum yang
digunakan?
2. Pendapat mana yang lebih relevan diterapkan dalam masyarakat Indonesia

pada saat sekarang ini, Figih Indonesia atau Fiqih Lintas Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat yang lebih relevan diterapkan di Indonesia antara
Fiqih Indonesia dan Figih Lintas Agama.
Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap Kkajian tentang
perkawinan beda agama. Serta diharapkan dapat bermanfaat dan dapat
menjadi bahan studi dalam bidang hukum Islam bagi siapa saja yang tertarik

dengan kajian dalam hukum perkawinan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap buku-buku karya
tulis dan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai perkawinan beda agama
relatif banyak. Sejauh ini pembahasan tentang perkawinan beda agama yang

penyusun temukan lebih banyak meyoroti hukum perkawinan beda agama secara



umum, kajian terhadap tokoh yang berijtihad dalam perkawinan beda agama. Namun
penyusun tidak banyak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan Fiqih Lintas
Agama. Pembahasan tersebut antara lain:

Hazairin dalam bukunya “Tinjauan Mengenai UUP NO.1 Th 1974” ia
memberikan interpretasi tegas bahwa perkawinan beda agama tidaklah sah, karena
tata cara perkawinan itu harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
dipeluk oleh masing-masing pasangan yang akan menikah."

O. S. Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan,
Hindu dan Budha) dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai perkawinan antar
agama serta cara pelaksanaannya. Dalam bukunya “Perkawinan Antar Agama dalam
Teori dan Praktek”. Eoh menyatakan, betapa banyak permasalahan yang timbul dari
perkawinan beda agama.'®

A.L. Purwa Hadiwardoyo “Perkawinan Menurut Islam dan Katolik,
Implikasinya dalam Kawin Campur”. Purwa menunjukkan bahwa dalam persoalan
perkawinan antara Islam dan Katolik banyak menimbulkan permasalahan, karena
lebih banyak perbedaan dari pada persamaannya.” Ahmad Azhar Basyir dalam

bukunya Kawin Campur, Adopsi, Wasiat, Menurut Islam menyebutkan, perkawinan

'" Hazairin, Tinjauan Mengenai UUP NO.1 Th 1974, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Tinta
Mas,1986), him. 2.

"® 0. S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Srigunting, 1996),
him. 118.

' AL. Purwa Hadiwardoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam
Kawin Campur, cet. ke-6 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), him. 79-81.



antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agama adalah kawin
campur.”

Abdullah Ahmed an-Na’im mengemukan pendapat yang sangat berbeda
dalam bukunya Toward an Islamic Reformation Civil Liberties: Human Right
International Laws menurutnya larangan perkawinan laki dan perempuan muslim
untuk mengawini orang kafir, adalah seseorang yang tidak beriman dengan pegangan
kitab yang diwahyukan, ini merupakan tindakan diskriminatif.”’

Muhammad Thalib dan Irfan S. Awwas dkk dari Majelis Mujahidin, dalam
buku “Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina: Dari debat Publik Figih Lintas Agama:
Majelis Mujahidin Versus Tim Pemulis Paramadina yang secara tegas mengkritik
Figih Lintas agama. Seperti ungkapan Irfan S. Awwass dari Majelis Mujahidin pada
acara “Debat Publik” buku Figih Lintas Agama adalah sebuah “Talbis Iblis” karena
Paramadina memoles kebatilan dengan ayat-ayat hak, sehingga terkesan sebuah

kebenaran.*

Beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: Rochmatun “Larangan
Mengawini Wanita yang Tidak Beragama Islam dalam Kompilasi Hukum Islam™®

Skripsi saudara Supriyanto “Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda

2 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam (Bandung: Al-
Ma’arif, 1979).

?! Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic Reformation Civil Liberties: Human Rights
International laws, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKIS,
1997), hlm. 79.

2 Muhammad Thalib dkk, Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina: Dari Debat Figih Lintas
agama Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina (Jogjakarta: Wihdah Press, 2004).

% Rochmatun, “Larangan Mengawini Wanita yang Tidak Beragama Islam dalam Kompilasi
Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).



10

Agama”* kedua skripsi ini menyoroti larangan-larangan yang seharusnya tidak
dilakukan oleh umat Islam dalam pernikahan. Skripsi saudara Fahruddin Aziz
Siregar “Studi Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad Abduh”” yang
membahas pendapat Abduh tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ah/
al-Kitab.

Jauli Muflih “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam
Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasbi ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradhawi’*
dua skripsi ini hampir sama dengan pendapat ulama yang berbeda, menyoroti
cakupan makna musyrik dan boleh tidaknya menikahi AAl al-Kitab.

Skripsi yang lain Damsir “Formulasi Figih Indonesia: Studi Komparatif Atas
Gagasan Fiqih Indonsia Hasbi dan Mazhab Indonesia Hazairin™?, skripsi ini
mencoba menjelaskan Figih Indonesia yang dibentuk oleh Hasbi dan Hazairin,
sejauh pengamatan penyusun belum ada buku-buku atau karya ilmiah yang secara
khusus membahas perkawinan beda agama dalam konteks Figih Indonesia dan Figih

Lintas Agama.

E. Kerangka Teoretik

* Supriyanto, “Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama,” Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

» Fahruddin Aziz Siregar, “Studi Perkawinan Beda Agama Menurut Muhammad Abduh”
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

% Jauli Muflih, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan
Antara Pendapat T.M Hasbi ash-Siddieqy dan Yusuf al-Qaradhawi” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

# Damsir, “Formulasi Figih Indonesia: Studi Komparatif Pendapat Hasbi dan Mazhab
Indonesia Hazairin” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2000).
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Berbicara mengenai hukum Islam maka muncul dua asumsi yaitu hukum
yang berasal dari Tuhan dan hukum yang dilahirkan manusia, gambaran yang
kontradiktif ini memberi peluang munculnya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan
pemikiran manusia®, ada dua istilah yang diterjemahkan menjadi hukum Islam yaitu
syari’ah dan figih.

Kedua pengertian itu sering dikacaukan pemakaiannya, bahkan kekacauan
pemakaian antara syari’at dan figih menimbulkan konflik hukum dalam masyarakat,
ada yang mengatakan syari’at sinonim dari fiqih, dan ada yang membedakannya.
Syari’at adalah hukum yang jelas nasnya atau gath’i, sedangkan fiqih hukum zanni
yang dapat dimasuki pemikiran manusia (ijtihadi).”’

Figih secara harfiah “memahami” dan mengetahui wahyu (al-Qur’an dan as-
Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga
diketahui ketentuan hukum serta perbuatan subjek hukum dengan dalil-dalilnya
secara rinci. Terdapat dua pola dalam memahami nas hukum yaitu:

Pertama, tekstual, jenis pemahaman ini mempunyai kecendrungan normatif-
doktriner yaitu menggunakan sisi-sisi formalistik figih yang lebih banyak bergelut
dengan realitas figih yang sudah jadi berdasarkan teks-teks tertulis. Kedua,
kontekstual, bersifat sosiologis-historis yang lebih menitik beratkan pada dimensi

kesejarahan, karena figih terbentuk sebagai sebuah produk pemikiran manusia. Figih

8 Noel J. Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam, alih bahasa Fuad Zein (Yogyakarta:
Navila, 2001), him. 4.

* Bustanul Arifin. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 40.
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bersifat ijtihad, artinya dapat disimpulkan bahwa semua pendapat yang berkaitan
dengan ketetapan hukum bersifat relatif. Mungkin benar dan mungkin juga sala g’

Jjtihad itu mempunyai persyaratan yang cukup berat, untuk mengantisipasi
persyaratan yang sulit dipenuhi oleh seseorang, maka timbul pemikiran untuk
melakukan jjtihd jama’iy yaitu ijtihad yang dilakukan secara kelompok bukan
perorangan.’' Di Indonesia ijtihad jama’iy telah dilakukan oleh Muhammadiyah
dengan Majelis Tarjihnya, Nahdatul Ulama dalam Bahtsul Masail, Majelis Ulama
Indonesia dalam Majelis Fatwanya. secara nasional ijtihad jama’iy telah dicontohkan
melalui KHI?, begitupun figih lintas agama juga bukan merupakan hasil ijtihad
perorangan (ijtihad fardi).

Secara umum tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka
mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, maka pengetahuan tentang maqasid
as-syari’ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam berijtihad. Dari segi
substansi magqasid as-syari’ah adalah kemaslahatan yang mempunyai dua tujuan
orientasi yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat.

Tujuan Allah mensyari’atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun
di akhirat. Sedangkan kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat terwujud dalam dua

bentuk. pertama, bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua,

Asnawi Ihsan, ”Warna-warni Hukum Perkawinan Beda Agama,” http://www.pikiran-
rakyat.com/cetak/2005/0405/19/0802.htm, akses 20 April 2005

> M. Amin Abdullah dkk, Rekonstruksi Metodologi lmu-ilmu Keislaman (yogyakarta:
SUKA-Press, 2003), hlm. 244.

32 I1bid., hlm. 245.
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bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa pada
kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh asy-Syafibi yang dikutip oleh Asafri Jaya
Bakri dilihat dari dua sudut pandang yaitu magqasid as-syari’ (Tujuan Tuhan) dan
magqasid as-syari’ah (Tujuan Mukallaaf).”

Tatkala kemaslahatan dikaitkan dengan prinsip adaptabilitas dalam hukum
Islam secara esensial, maka hukum Islam memiliki karakteristik dasar untuk berubah
dan menerima perubahan.** Jadi dimungkinkannya hukum Islam untuk dimodifikasi
atau dirumuskan kembali berdasarkan tuntutan kemaslahatan umum yang harus
direalisir, yang disesuaikan dengan tuntutan tempat situasi dan kondisi.

Memelihara kemaslahatan pada masalah yang belum, sudah, maupun yang
akan terjadi sangatlah diperlukan. Karena ini menyangkut ketentuan boleh tidaknya
(Halal-Haram) melakukan suatu perkawinan, sesuai atau tidak dengan ketentuan-
ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Inilah teori umum yang digunakan
dalam penelitian ini.

Teori umum ini kemudian dipertajam dengan kaidah usul “bahwa tujuan
umum syari’ dalam mensyari’atkan hukum, ialah merealisir kemaslahatan manusia
dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka”. Menurut Al-Ghazali dan
as-Syafibi maslahat itu terbagi tiga yaitu bersifat primer (daruriyyah), sekunder

(hajiyyah) dan pelengkap (tahsiniyyah).”

3 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70-73.

*4uhammad Khalid Mas’ud. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. alih bahasa
Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-lkhlas, 1995), him. 24.

> Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam. alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir
Tajid, cet ke-1 (Surabaya: Dunia limu, 1997), him. 57.
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Daruriyyah yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan menusia hidup
manusia wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila tanpa
adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia dan tidak
akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan
apabila tidak terwujud aspek ini dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat
secara keseluruhan. Dan hal-hal yang bersifat daruriyyah ini berpangkal pada
memelihara lima unsur pokok : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hajiyyah ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk
membuat ringan dan lapang. Juga untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan dari
beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Pengabaian terhadap aspek
ini tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi membawa
kepada kesulitan bagi umat manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.

Tahsiniyyah yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta
berperilaku menurut jalan yang lurus. Pengabaian terhadap aspek ini membawa
upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.*

Jika syari’at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan,
maka ia pun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan
kemafsadatan serta mencegahnya. Karena itu menolak dan mengantisipasi timbulnya
kemafsadatan adalah wajib guna menegakkan kemaslahatan. Bahkan memelihara

kemaslah itu juga termasuk wajib guna meniadakan kerusakan (mafsadah). Diatas

36 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid., him. 72. Lihat Nurcholish Madjid dkk, Figih Lintas
Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004), him. 10-11.
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kekuatan dan pondasi itulah segala perintah dan larangan dalam syari’at Islam

ditegakkan. Termasuk boleh tidaknya perkawinan beda agama.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu
penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.” Dengan
menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan
perkawinan beda agama. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskripitif-analisis,
yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan
dengan perkawinan beda agama. Kemudian diikuti analisis komparatif secara
sistematis dan obyektif berdasarkan pemikiran penyusun dengan mengacu pada data
tentang perkawinan beda agama.

2. Pengumpulan Data.

Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, yaitu karya ulama figih di
Indonesia dalam Figih Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang membahas
perkawinan beda agama dan Fiqih Lintas Agama. Sedangkan sumber bantuan atau
tambahan (sekunder) yang penyusun pergunakan adalah bahasan studi baik berupa
buku, karya penelitian ataupun dalam bentuk tulisan yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan

menformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan

*7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.
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masalah. Kemudian dianalisis menggunakan teori maqasid asy-syari’ah dan konsep
pendekatan figh yang sesuai dengan pokok masalah yaitu penetapan hukum
perkawinan beda agama dan relevansinya antara Figih Indonesia dan Figih Lintas
Agama.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan figh
dengan mengkaji permasalahan yang merujuk pada teks-teks dan fenomena sosial
yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu perkawinan beda agama, yang secara
induktif dimulai dengan mengemukakan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan
perkawinan beda agama.

5. Analisis Data.

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat maka digunakanlah analisis
kualitatif yaitu analisis terhadap persoalan yang relevan dengan pembahasan, lalu
ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu hal yang bersifat khusus kepada yang
umum, untuk menganalisis teks-teks pemikiran dalam Fiqih Indonesia dan Figih
Lintas Agama tentang perkawinan beda agama dengan nalar kritis terhadap realitas

kebenaran yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, bab pertama terdiri dari tujuh sub bab,
diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan

sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada subtansi penelitian ini.
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Bab kedua, akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan beda
agama, yang terdiri dari tiga sub bab, pertama, pengertian perkawinan beda agama.
Kedua, perkawinan beda agama dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Ketiga, perkawinan
beda agama dalam figih yang memuat tentang hukum perkawinan beda agama antara
laki-laki dan perempuan muslim dengan non muslim.

Bab ketiga, membicarakan pokok pembahasan yang penyusun teliti yaitu
perkawinan beda agama dalam konteks Figih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama,
yang terdiri dari dua sub bab. Pertama perkawinan beda agama dalam konteks Figih
Indonesia. Kedua, perkawinan beda agama dalam konteks Figih Lintas Agama.

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap pokok pembahasan yang
terdiri dari dua sub bab. Pertama, analisis terhadap perkawinan beda agama di
Indonesia dalam konteks Figih Indonesia dan Figh Lintas Agama. kedua, analisis
relevansi Kketetapan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan
pembahasan ini akan diketahui manakah yang lebih relevan untuk diterapkan di
Indonesia untuk saat sekarang ini.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang

merupakan jawaban ringkas dari pokok masalah dengan rekomondasi.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dalam pembahasan perkawinan beda ggama
dengan berbagai kontroversi terhadap permasalahannya yaitu adanya kebolehan dan
Jarangan dalam perkawinan beda agama maka penyusun mengambil kesimpulan:

1. KHI melalui pasal 40 dan pasal 44 telah menetapkan bahwa perkawinan beda
agama yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan muslim mutlak dilarang
(haram) walaupun dengan ahli kitab. Landasan hukum yang digunakan adalah
surat al-Bagarah (2) : 221 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10 sedangkan surat al-
Maidah (5) : 5 hanyalah merupakan suatu bentuk toleransi umat Islam terhadap
non Islam.

KHI menggunakan metode saddu az-zari’ah yang merupakan bentuk aplikasi
dari kaedah dar’u al-mafasid mugaddam ‘ala” jalbi al-masalih (menghindari
kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan). Metode ini sangat
relevan dengan dimensi pluralitas dan dinamika kehidupan manusia. Sebab
dengan metode ini bukan hanya sisi perubahan dan perkembangan saja yang di
akomodir, melainkan juga aspek lokalitas dan pluralitas hukum dan pluralitas
agama tidak terabaikan.

Dari sisi magasid as-syari’ah (tujuan hukum) dan maqasid as-syari’ metode ini
dapat merealisasikan pemeliharaan atas agama. karena agama adalah hal yang
paling esensi yang harus dijaga dan tidak boleh diabaikan. Apabila diabaikan

maka akan membawa kesulitan.
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Melakukan tindakan preventif dari pola perilaku yang bersifat destruktif baik dari
segi agama maupun sosial merupakan suatu hal yang harus selalu dikedepankan.
Menikah dengan non muslim berarti mengundang penyakit kufur, menghindari
menikah dengan non muslim berarti telah melakukan tindakan preventif.

2. Figih Lintas Agama menetapkan bahwa perkawinan muslim dan non muslim baik
laki-laki dan perempuan dibolehkan. Landasan hukum yang digunakan adalah
surat al-Maidah (5) : 5. sedangkan larangan menikahi musyrik dalam surat al-
Bagarah (2) : 221 maksudnya adalah musyrik bangsa Arab.

Kebolehan wanita muslim menikahi laki-laki non muslim adalah karena tidak
adanya larangan sharih yang melarang pernikahan ini dan ia termasuk kedalam
wilayah ijtihad. Kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita non muslim adalah
karena ahli kitab berbeda dengan musyrik dan menikahi ahli kitab hukumnya
boleh. Dengan tujuannya untuk membangun tali kasih dan sayang serta toleransi
dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama ditengah-tengah
rentannya hubungan antar agama.

Kebolehan pernikahan beda agama ini menurut Figih Lintas Agama lebih cocok
untuk Negara yang mempunyai pluralitas agama, agar terjalin hubungan baik,
dapat merajut kerukunan dan kedamainan karena semangat yang dibawa Islam
adalah pembebasan bukan belenggu. Namun kemaslahatan yang akan dicapai
tersebut lebih pada kemaslahatan yang bersifat tahsiniyyah sedangkan
kemaslahatan yang paling utama adalah kemaslahatan daruriyyah dan tidak boleh
diabaikan. Ini jelas mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkan dari

perkawinan beda agama.
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Ini bertentangan dengan magqasid asy-syari ‘ah, dengan mendahulukan maslahat
tahsiniyyah dari pada daruriyyah maka tujuan mendatangkan kemaslahatan akan
sulit tercapai. berdasarkan kajian empiris, perkawinan beda agama ini pada
realitasnya memang lebih banyak menimbulkan persoalan karena terdapat beberapa

hal prinsipil yang berbeda

B. Saran-saran.

Persoalan perkawinan antar agama adalah persoalan yang tidak bisa
diabaikan. Ini sering terjadi di tengah-tengah umat, bahkan tak jarang melahirkan pro
dan kontra. Oleh karena itu setelah mengkaji persoalan ini, saran yang bisa
disampaikan:

1. Agar semua pihak dalam mempelajari hukum Islam harus benar-benar menelaah
secara mendalam dan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu
menginterpretasikan dan mengekspresikan hukum secara lebih tepat. Sesuai
dengan tujuan umum disyari’atkannya Islam, termasuk juga dalam mengkaji
hukum tentang perkawinan antar agama ini.

2. Para ulama hendaknya memahami persoalan ini sebagai persoalan yang sangat
penting sebagaimana persoalan agama-agama yang lain, sehingga bisa memberi
penjelasan secara detail yang dikaitkan dengan kondisi umat saat sekarang ini.

3. Walaupun ada ulama yang membolehkan perkawinan beda agama, akan tetapi
perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan dengan orang yang
seagama (sama-sama Islam), oleh sebab itu perkawinan tersebut supaya tidak

dilakukan atau ditinggalkan.
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4. Hendaknya sebagai umat Islam menghindari kemudharatan yang ditimbulkan
oleh perkawinan beda agama akan lebih dari pada menarik kemaslahatan yang
belum pasti. Keselamatan agama lebih utama dari pada menarik kemaslahatan
yang belum pasti.

5. Agar KHI lebih disosialisasikan, dilaksanakan serta diterapkan dalam kehidupan

masyarakat terutama bagi umat Islam Indonesia.
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